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WALI KOTA BALIKPAPAN 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN 

NOMOR  5     TAHUN 2017 

 
TENTANG 

 

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI 

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA BALIKPAPAN, 

 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi 
atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;  

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959  Nomor 72,   Tambahan   Lembaran   Negara 

Republik Indonesia Nomor 1820); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



- 2 - 

 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 986); 
 

 
 

 MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM 
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Balikpapan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah 

daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan. 

3. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat 

SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur 

yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, 

pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi 

pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja 

instansi pemerintah. 

4. Inspektorat adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung 

jawab langsung kepada Wali Kota. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam 

penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

 

BAB II 
PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP 

 
Pasal 2 

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP, digunakan sebagai 

acuan untuk melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di Instansi 

Pemerintah dan Perangkat Daerah.  
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Pasal 3 

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

 

Pasal 4 

Inspektorat sebelum melaksanakan evaluasi, perlu menyusun langkah yang 

meliputi: 

a. fokus evaluasi; 

b. waktu pelaksanaan evaluasi; 

c. penugasan evaluasi; dan 

d. pemantauan Tindak lanjut perbaikan manajemen kinerja Perangkat Daerah. 

 

Pasal 5 

(1) Inspektorat melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada Perangkat 

Daerah. 

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk 

memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja 

khususnya kinerja pelayanan publik di Perangkat Daerah secara 

berkelanjutan. 

(3) Pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan perbaikan manajemen 

kinerjanya sebagaimana rekomendasi hasil evaluasi SAKIP oleh aparat 

pengawasan intern pemerintah. 

(4) Wali Kota dapat memberikan sanksi administratif kepada pimpinan 

Perangkat Daerah yang tidak melakukan perbaikan manajemen kinerjanya 

berdasarkan laporan Inspektur. 

(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran 

lisan dan/atau teguran tertulis. 

 

Pasal 6 

(1) Pemerintah Daerah melalui Inspektorat menyusun ikhtisar hasil evaluasi atas 

implementasi SAKIP dan selanjutnya disampaikan Kepada Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan  Reformasi Birokrasi. 

(2) Laporan hasil evaluasi SAKIP disampaikan kepada Perangkat Daerah yang 

bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada Wali Kota. 

 
Pasal 7 

Inspektorat melakukan pembinaan, koordinasi, pemantauan dan supervisi 

pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP. 

 
BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 8 

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor  18 

Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di 

Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 

2013 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 9 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali 

Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan. 

 
Ditetapkan di Balikpapan                                                                             

pada tanggal 16 Maret 2017 
            

WALI KOTA BALIKPAPAN,  
 

 ttd 

   
      M. RIZAL EFFENDI 

 

 

Diundangkan di Balikpapan 
pada tanggal 17 Maret 2017 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN, 
 

                         ttd 

 

             SAYID MN FADLI 

 

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2017 NOMOR 5 

 

        Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 

           KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

                  DAUD PIRADE 
 


